
4. Undang ... 2 

2. Undong-Undong Nomor 17 Tahun 2003 tcntans KcuQnsQn 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

Mengingat 

BUPATI BUNGO, 
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan 

pemerintah daerah Kabupaten Bungo dalam menyusun 
perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bungo; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (6) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah, standar barang, standar 
kebutuhan dan standar harga ditetapkan oieh Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, per\u menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bungo; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat ll Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3755}; 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATl BUNGO 
NOMOR t4TAHUN 2023 

TENT ANG 
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN 

PEMERlNTAH KABUPATEN BUNGO 

BUPATIBUNGO 
PROVINS! JAMB! 



14. Peraturan ... 3 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di 
Pemerintahan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara 
Republik Jndonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi! 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5570}, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679}; 

6. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Mililc Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 57; 
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6. Anggaran ... .4 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

l. Daerah adalah Kabupaten Bungo; 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Bungo; 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya 
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

5. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan 
barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang 
meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi 
dan jasa lainnya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG STANDAR HARGA 
SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang 
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang 
Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo 
Tahun 2018 Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 
2021 Nomor 2}; 
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BAB III .... 5 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan 

di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. 

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: 

a. satuan biaya honorarium; 
b. satuan biaya rapat/ pertemuan di dalam dan di Iuar kantor; 
c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; 
d. satuan biaya pcmcliharaan; dan 
e. satuan biaya pengadaan barang dan jasa. 

(3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, 
huruf b, huruf c dan juruf d tercantum dalam Lampiran I dan 
Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
peraturan ini. 

(4) Standar Harga Satuan pengadaan barang dan jasa sebagaimana 
dimaksud ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersarna oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah 
(DPRD), yang ditetapkan dengan peraturan daerah; 

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung 
jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan; 

8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi PD yang dipimpinnya; 

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen 
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran; 

10. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah 
harga satuan unit barang dan jasa yang berlalru di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bungo yang ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlalru; 

11. Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada 
waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan 
kegiatan. 
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BAB V .... 6 

BAB!V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 4 

(1) Perangkat daerah dapat mengusulkan Standar Harga Satuan 
yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 
perhitungannya dilakukan secara profesional dan dapat 
dipertanggung jawabkan dengan menganut prinsip efisiensi, 
efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(21 Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Bupati melalui Sadan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Bungo sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Dalam ha! usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui 
maka akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk tahun 
berkenaan. 

BAB III 

PENGGUNAAN DAN FUNGS! 
Pasal 3 

(1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD 
Kabupaten Bungo. 

(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah; 

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju;dan 
c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan 

belanja daerah. 
(31 Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan 
b. estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang 

dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena 
adanya kenaikan harga pasar, 

(4) Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) 
termasuk pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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BERJTA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR /4 

MURSIDI 

N BUNGO, 

Diundangkan di Bungo 
pada tanggal ,S - 7 - 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUP 

2023 
Ditetapkan di Bungo 
pada tanggal S - 7 

Agar semua orang mengetahuinya, meroerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bungo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai berlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Serita Daerah 
Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 5 

BABV 
KETENTUANPENUTUP 
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c. ketentuan ... 2 

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM 
Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, meliputi: 
1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan: 

Honorarium diberikan kepada : 
1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA}; 
1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PJYJ'K); 
1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (PPK SKPD); 
1.1.4. Bendahara Pengeluaran a tau Bendahara Penerimaan; dan 
1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan 

Pembantu. 
Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan 
kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung 
jawab pengeioia keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengeiola Iebih 

dari 1 (satu} DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai 
dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas 
pagu dana yang dikelola pada masing-rnasing DPA. Aiokasi 
honorarium tersebut dibebankan pada rnasing-rnasing DPA. 

b. untuk membantu PPTK dalarn pelaksanaan administrasi belanja 
pegawai di Iingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara 
pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeiuaran 
pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu 
pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai 
yang dikelolanya. 

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas 
tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun 
pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari : 
1. Satuan biaya honorarium; 
2. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pert.emuan di Iuar kantor; dan 
3. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas. 

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS 
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI 
NOMOR 14 TAHUN 2023 
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BUNGO 



1.3. Honorarium ... 3 

Dalam hal pejabat pengadaan barang/ jasa dan kelompok kerja 
pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola 
pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dima.ksud. 

pemilihan 
pemilihan 
peraturan 

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja 
pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan 
penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran 
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal 
a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, 

konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; atau 

b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa 
konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 
1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa 
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa 

c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut : 

1} jumlah PPK SKPD yang membantu KPA: 
a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh 

PPTK Iainnya, jumlah PPK SKPD paling banya.k 6 (enam) orang 
termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan 

b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 
3 (tiga) orang tennasuk bendahara pengeluaran pembantu. 

2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam l 
(satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK. 

3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai 
berikut: 
a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD 

sebelum penggabungan; dan 
b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu 

yang dikelola PPK SKPD. 
d. jumlah keseluruhan alok.a.si dana untuk honorarium penanggung 

jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling 
banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan 

e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan 
fungsional bendahara, yang bersangkutan tida.k diberikan 
honorarium dimaksud. 
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b. moderator ... 4 

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, 
aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat 
yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator 
pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diserninasi, bimbingan 
t.eknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group 
discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegi.atan 
pendidikan dan pelatihan). 
Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan : 
a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah 

penyelenggara; atau 

) .4.2. Hnnorarium Mnderatnr 

1.4. Honorarium Narasumber atau Pernbahas, Moderator, Pembawa Acara, 
dan Pan.itia 
1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas 

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada 
pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak 
lain yang memberi.kan informasi atau pengetahuan dalam 
kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan 
teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group 
discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan 
pendidikan dan pelatihan). 
Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan 
dengan ketentuan sebagai berilrut : 
a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium 

narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, 
baik dilakukan secara panel maupun individual; 

b. narasumber atau pembahas berasal dari : 
I) Iuar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau 

masyarakat; atau 
2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelcnggara 

sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kcgiatan 
berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara dan/atau masyarakat. 

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari 
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, rnaka 
diberikan honorarium sebesar 500/o (lima puluh persen) dari 
honorarium narasumber / pembahas. 

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas 
tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat 
keputusan pejabat yang berwenang. 
Dalam ha1 UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan 
tclah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ 
tidak diberikan honorarium dimaksud. 
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Penjelasan ... 5 

1'0 JabataD Kluillbal 
• " 

I. Pejabat Eoelon D 2 3 4 

2. Ptjabat Eaelon m 3 4 5 

3. Ptjabat Eaelon IV, pclakoana, clan Pejabat fungsional 5 6 7 

1.5. Honorarium Tim Pe!aksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 
Kcgiata.n 

Tim yang keanggotaannya berasal dari Iintas satuan kerja perangkat 
daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan 
honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon 111, pejabat eselon IV, 
pe!aksana, dan pejabat fungsional pada tim dirnaksud, jumiah 
keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan 
sebagai berikut : 

l.4.4. Honorarium Panitia 
Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang 
diberi rugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas 
pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, 
diserninasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan 
kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utarna 
kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara dan/ a tau masyarakat. 
Dalam ha! pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, 
sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, 
lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia 
yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan 
secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dcngan 
besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk 
anggota panitia. 
Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau Iebih, jumlah 
panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% 
(sepuluh persen) dari jurnlah peserta dengan mempertimbang 
kan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta 
kurang dari 40 (empat puluh} orang, jumlah panitia yang dapat 
diberikan honorarium paling banyak 4 (empat} orang. 

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara 
Honorarium pembawa acara yang diberi.kan kepada aparatur 
sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang 
berwenang untuk melalcsanakan tugas memandu acara dalam 
kegiatan seminar, rapat kerja, sosialieasi, diserninasi, ioorkshop, 
sarasehan, simposium, lokakarya, dan kcgiatan sejenis yang 
mengundang minimal menteri, bupati/wakil bupati, dan/atau 
pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri Jintas satuan kerja 
perangkat daerah dan/ atau masyarakat. 

b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara sepanjang peserta yang mcnjadi sasaran 
utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat 
daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. 
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a. paling ... 6 

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas 
melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan 
tim pelaksana kegiat.an. Sekretariat tim pelaksana kegiatan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana 
kegiatan. 
Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk 
menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh 
sekretaris daerah. 
Jurnlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai 
berikut: 

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat 
dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu 
tugas tertentu berdasarkan swat keputusan Bupati atau 
sekretaris daerah. 
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium 
adalah sebagai berikut : 
a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; 
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah : 

l) dengan mengilrutsertakan instansi pemerintah di luar 
pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang 
ditandatangani oleh Bupati; atau 

2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang 
ditandatangani oleh sekretaris daerah. 

c. bersifat temperer dan pelaksanaan kegiatannya perlu 
diprioritaskan; 

d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi 
yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari- hari; dan 

e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang 
diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : 
a. Klasifikasi l dengan kriteria pemerintah Kabupaten Bungo telah 

memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih 
besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 
per bulan. 

b. Klasifi.kasi II dengan kriteria pemerintah Kabupaten Bungo telah 
memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih 
besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per 
bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per 
bulan. 

c. Klasifikasi Ill dengan kriteria Kabupaten Bungo telah memberikan 
tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari 
Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima 
tambahan penghasilan. 
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1. 7. Honorarium Penyuluhan a tau Pendarnpingan 
Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai 
pengganti upah kerja kepada non aparatur sipii negara yang diangkat 
untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat 
yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di 
suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan 
Bupati, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan 
yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan : 
a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah 

minimum kabupaten; 
b. lulusan DI/DII/Dlll/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% 

(seratus empat belas persen] dari upah minimum kabupaten; 
c. \u\usan Sarjana (S\} di'oerikan paling banyak 114°/o (seratus dua 

puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten; 
d. lulusan Master (82) diberikan paling banyak 133% {seratus tiga 

puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan 

1.6.2. Honorarium Beracara 
Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat 
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas 
untuk beracara mewakili instansi pcmerintah dalarn per 
sidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan 
tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja 
atau tunjangan tarnbahan. 

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 
1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli 

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan 
kepada pejabat negara, pcjabat daerah, aparatur sipil negara, 
dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan 
informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang 
tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau 
pcrsidangan di· pengadilan. 
Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi 
keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium 
dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi 
ahli dapat mernberikan honorarium dimaksud. 

a. paling banyak 10 (sepuluh} orang untulc tim pelaksana 
kegiatan yang ditetapkan oleh kcpala daerah; atau 

b. paling banyak 7 (tujuh) orang untulc tim pelaksana kegiatan 
yang ditetapkanoleh sekretaris daerah. 

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentulc selama 3 
(tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan 
evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tiro 
diroaksud untuk dipertimbangl<an menjadi tugas dan fungsi 
suatu satuan kerja perangkat daerah. 
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l. I 0. Honorarium Penyelenggara Ujian 
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan 
kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau 

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website 
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website 
dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis 
(tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan 
Bupati. Webstte atau media sejenls tersebut dikelola oten 
pemerintah daerah. 
Dalam ha! pengelola teknologi informasi atau website sudah 
merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah di 
perhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola 
teknologi infonnasi atau website tidak diberikan honorarium 
dimaksud. 

1. 9 .2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majal.ah 
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat 
diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah 
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. 
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan 
jumalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui 
pembaca. 
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah 
berisi warta singkat atau pemyataan tertulis yang diterbitkan 
secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok 
profesi tertentu. 

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jwnal, Buletin, Majalah, Pengelola 
Teknologi Informasi, dan Pengelola Website 
1. 9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal 

Honorarium tim penyusunan jumaJ diberikan kepada penyusun 
dan penerbit jumal berdasarkan surat keputusan pejabat yang 
berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, 
pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur 
organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun 
jurnal nasional atau intemasional dapat diberi.kan honorarium 
kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu 
juta lirna ratus ribu rupiah) per orang per jurnal. 

1.8. Honorarium Rohaniwan 
Honorarium rohaniwan diberi.kan kepada seseorang yang ditugaskan 
oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan 
sumpah jabatan. 

e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima 
puluh persen) dari upah minimum kabupaten. 
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1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja 
perangkat daerah penyeienggara 
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang bcrasal dari 
dalaro satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik 
widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, 
honorarium diberikan atas kelebihan jwnJah minimal jam tatap 
muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja 
perangkat daerah penyelenggara 
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari 
luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang 
kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja 
perangkat daerah penyelenggara. 

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 
1.12.1. Honorarium Penceramah 

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah 
yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing 
experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta 
pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan 
pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah 

penyelenggara atau masyarakat; 
b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah 

penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan 
yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar 
perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; 
a tau 

c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja 
perangkat daerah penyelenggara maka diberikan 
honorarium sebesar 50"/o (lima puluh persen] dari 
honorarium penccramah. 

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten atau Kecamatan 
Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten atau kecamalan 
cliberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang 
digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat 
peoilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal 
tes kompetensi akademik, dan soal untuk penilaian non akademik. 
seperti soal tes bakat, tes minat, soa1 yang mengukur kecenderungan 
perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes 
asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan 
kewenangan pemerintahan daerah. 

pemeriksa hasil ujian yang bersifat Iokal sesuai dengan kewenangan 
pemerintah daerah. 
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Rincian satuan biaya honorarium sebagai berikut : 

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
Honorarium tim anggaran pemcrintah daerah dapat diberikan kepada 
anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. 
Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. 

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan 
Pelatihan 
Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan 
Pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara 
pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata 
usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator 
kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi 

yang bersangkutan; 
b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan 

urgensinya; 
c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jwnlah 

panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi lOOA> 
(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan memper 
timbangkan efisicnsi dan cfektivitas pelaksanaan; 

d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah 
panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 
(empat) orang; dan 

e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyeleng 
garaan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh 
lima) menit. 

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan 
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan 
dapat diberikan kcpada aparatur sipil ncgara atau pihak lain 
yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pclaksanaan 
pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan 
Bupati. Pcmberian honorarium dimaksud berpedornan pada 
kctentuan sebagai berikut: 
a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud dibcrikan atas 

kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul 
pendidikan dan pelatihan baru atau penyempumaan modul 
pendidika dan pelatihan Jama dengan persentase 
penyempumaan substansi modul pendidikan dan pelatihan 
paling sedikit 50% (lima puluh persen). 
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110 URA1AII SATUAII BESARAII 
(I) (21 131 (41 

I. I. HONORARIUM P£NANG<,UNG JAWAB P£NGEW!A KEUANGAN 

1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Damm (PPKD)/Kuasa 
PengguM l\nggeran (KPA) 

a. Nilal pagu dana s.d. Rp 100 juta OB Rp 1.040.000,00 

e. Nilai pagu dana <Ii atas RplOO juta s.d. Rp250 Juta OB Rp 1.250.000,00 

c. Nilai pagu dana di ats Rp250 juta s.d, RpSOO jut.a OB Rp 1.450.000,00 

d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar OB Rp 1.660.000,00 

e, Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,S miliar 08 Rp 1.970.000,00 

L NUal pagu dana di atas Rp2,S miliar a.d. RpS miliar OB Rp 2.280.000,00 

g. Nilai pagu dana di ataS Rp5 miliar s.d. Rp!O miliar OB Rp 2.590.000,00 

b. Nilai pegu dana di ates RplO miliar s.d, Rp2S mlliar OB Rp 3.010.000,00 

i. Nilal pagu dana di ates Rp25 miliar s.d. RpSO millar OB Rp 3.420.000,00 

J. Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp 3.840.000,00 

k. Nila! pagu dana di atas Rp7S milJar s.d. RplOO miliar OB Rp 4.250.000,00 

I. Nilai pagu dana dt ates RplOO miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp 4. 770.000,00 

m. Nilai pagu dana di atas Rp2SO miliar s.d. RpSOO miliar OB Rp 5.290.000,00 

n. Nilai pagu dana di atas RpSOO miliar s.d. Rp750 miliar OB Rp S.810.000,00 

o. Nilai J)(IBl1 dana di atas Rp7SO milier s.d. Rp I triliun OB RP 6.330.000,00 

p. Nilai pagu dana di 8!8s Rp I triliw, OB Rp 7 .370.000,00 

1.1.2. ~abat ~ Teknls Kegilnan (PPTK) 

a. Nilai pagu dana s.d. RplOOjula OB Rp 1.010.000,00 

b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp2SO Juta OB RP 1.210.000,00 

c. Nilai pagu dan8 di ats Rp2SO juta s.d. RpSOO juta OB Rp 1.410.000,00 

d. Nilai pagu danadi alas RpSOOjuta s.d. Rpl miliar OB Rp 1.610.000,00 

e. Nilai pagu dana di atas Rp I miller s.d. Rp2,S miliar OB Rp 1.910.000,00 

r. Nilai pagu dana di alas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 mWar OB Rp 2.210.000,00 

g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. RplO miliar OB Rp 2.520.000,00 

h. Niloi pagu dana di atas Rp!O miliar s.d. Rp25 miliar OB Rp 2.920.000,00 

i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. RpSO miliar OB Rp 3.320.000,00 

j. Nilal pagu dana di alas RpSO miliar s.d. Rp75 milier OB Rp 3. 720.000,00 

k. Nila! pagu dana di alas Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB Rp 4.130.000,00 

SATUAN BIAYA HONORARIUM 
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I. Nilai pagu dana di atas RplOO mi1iar s.d. Rp250 mi1iar OB Rp 4.630.000,00 

m. Nilai p,,gu dana di ataS Rp250 miliar e.d. R;pSOO mi.liar OB Rp 5.)30.000,00 

n. Nilai pagu dana di at.as Rp500 miliar s.d, Rp750 miliar OB Rp 5.640.000,00 

o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d, Rpl tril!un OB Rp 6.140.000,00 

p. Nilai pagu dana di atas Rp I triliWl OB Rp 7.140.000,00 

1.1.3. Pejabat Fenatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangl<at 
Daerab (PPK SKPD) 

a, Nilai pagu dana s.d. RplOOjuta OB Rp 400.000,00 

b. Nilai pa&U dana dl atas RplOO juta e.d, Rp250 Juta OB Rp 480.000,00 

c. Nilai pagu dana di ats Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB Rp 570.000,00 

d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp I miJlar OB Rp 660.000,00 

e, Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,S miliar OB Rp 770.000,00 

r. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RPS miliar OB Rp 880.000,00 

g. Nilai pagu dana di ates Rp5 miliar s.o. Rp 10 miliar OB Rp 990.000,00 

b. Nilai pagu dana di atao RplO miliar s.d. Rp2S miliar OB Rp 1.250.000,00 

l. Nilai pagu dana di alas Rp2S miliar s.d. Rp50 miliaT OB Rp 1.520.000,00 

j. Nilai pagu dana di atas R:pSO miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp 1.780.000,00 

k. Nilai l>llllU dana di aw Ri,75 millar s.d. RpJOO mlllar OB Rp 2.040.000,00 

I. Nilai pagu dana di ata:1 Rp 100 mlliar s.d. Rp250 miliar OB Rp 2.440.000,00 

m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar e.d, RpSOO miliar OB Rp 2.830.000,00 

n. Nilai pagu dana di atas RpSOO mi1iar e.d. Rp750 mi1iar OB Rp 3.230.000,00 

o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliWl OB Rp 3.620.000,00 

p. Nilai pagu clans di atas Rpl lriliWl OB Rp 4.420.000.00 

1.1.4. Bendahara Peog,:iuaran dan Beodahata Peoerima.an 

a. Nilai pagu dana s.d, Rp 100 Juts OB Rp 340.000,00 

b. Nilai J>aell dana di atas RplOOjuta s.d. Rp250 Juts OB Rp 420.000,00 

c. Nilai pagu dana di ats Rp250 juts s.d. RpSOO juts OB Rp 500.000,00 

d. Nilai pagu dana ell alas RpSOOjuts s.d. Rpl mi1iar OB Rp 570.000,00 

e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d, Rp2,5 miliat OB Rp 670.000,00 

f. Nilai pagu dana di ata:1 Rp2,S miliar s.d. RpS miliar OB Rp 770.000,00 

c. Nlial ~ dana di atas RQS miliar s.d. RplO mill11r OB Rp 860.000,00 

b. Nilai pagu dona di atas Rp!O miliar s.d. Rp25 miliar OB Rp 1.090.000,00 

l. Nilai pagu dana di a tao Rp25 miliar s.d. RpSO miliar OB Rp 1.320.000,00 

• 11 • 



d. Nilai ... 13 

KO URAJAK 8ATVA1' BESARAlf 

(l) (2) (3) (41 

j. Nilai pegu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp 1.550.000,00 

k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB Rp l.780.000,00 

I. Nilai pagu dana di atas RplOO miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp 2.120.000.00 

m. Nilai p&g11 dana di atas RQ250 miliar s.d, Rp500 miliar OB Rp 2.470.000,00 

n. Nilai pagu dana di atas RpSOO millar s.d. Rp750 miliar OB Rp 2.810.000,00 

o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d, Rp I triliun OB Rp 3.160.000,00 

p. Nilai pogu dana di a!M Rp I triliun OB Rp 3.840.000,00 

1.1.s. &ndahara Pl,ngeluaran Pembo.ntu don E!ffldahara 
Penerimaan lffllbantu 

a. Nilai pagu dona ad. Rp!OO juta OB Rp 260.000,00 

b. Nilai pagu do.na di atas RplOO juta s.d. Rp250 Juta OB Rp 310.000,00 

e. Nilai pagu dana di ats Rp250 Juta s.d. RpSOO juta OB Rp 370.000,00 

d. Nilai pagu dana di atas Rp500juta e.d. Rpl miliar OB Rp 430.000,00 

e. Nilai pagu do.na di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar OB Rp 50().000,00 

r. Nilm pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar OB Rp 570.000,00 

g, Nilai pagu dona di ataa RpS miliar s.d. RplO miliar OB Rp 640.000,00 

b. Nilai pagu dana dl atas RplO miller s.d. Rp25 miliar OB Rp 810.000,00 

i. Nilai pagu dana di ataa Rp25 IJl.i.w<r s.d, RpSO miliar OB Rp 980.000.00 

j. Nilai pagu dana di ataa ftpSO miliar ad. Rp7S miliar OB Rp 1.150.000,00 

k. Nilai pagu dana di atas Rp7S miliar s.d. RplOO miller OB Rp t.330.000,00 

I. Nila.I P88U dana di atu Rp I 00 mil.iar s.d .. Rp250 mi1iar OB Rp t.580.000,00 

m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. RpSOO miliar OB Rp l.840.000,00 

n. Nilai ""8'J daoa di alas RpSOO m.illiii i.d. Rp750 mlli4r OB Rp 2.090.000,00 

o. Nilai P88U dana di atas Rp750 miliar o.d. Rpl triliun OB Rp 2.350.000,00 

p. Nilai P88U dana di atao Rpl triliun OB Rp 2.860.000,00 

J.2. HONORARIUM PeN<lADMN BARANG/JASA 

1.2.1. Honorarium Pejabat Penglldaan Berang/ Jasa OB Rp 680.000,00 

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja P'ftnilihan Pengadaan 
Barang/Jasa 

1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemiliban Pengadaan 
Barang/Jasa (KontJulc.sij 

a. tluai pegu ptt>pdMn oampe; <lcngan RplOO )uta OP Rp 680.000,00 

b. Nilai pagu pengadoan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 OP Rp 850.000,00 
Iuta 

c. Nllal pagu pengadaan di atas Rp500 juta e.d. Rp I Rp t.020.000.00 
miliar OP 
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a. Nilai ... 14 

KO URAIAII SATVAK BESARA11' 
(I) (21 13) 141 

d. llilai pagu J)Cllgllldaan ch at» Rpl miliar s.d. Rp2,5 OP Rp 1.270.000,00 
milior 

e. Nilai pagu pengadaan di ata8 Rp2,5 miliar s.d, Rp5 OP Rp J.520.000,00 
mi.liar 

t. NUal pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 OP Rp 1.780.000,00 
miliar ·-· 

g. Nila! pagu ~aan di aw Rp!O miliar s.d. Rp25 OP Rp 2.120.000,00 
miliar 

b. Nilai J>aau pengadaali di atas Rp2S miliar s.d. Rp50 OP Rp 2.450.000,00 
miliar 

i. Nilai pagu pengadaan di atas RpSO miliar a.d. Rp75 OP Rp 2.790.000,00 
miliar 

j. NUal pagu pengadssn di ataa Rp75 miliar s.d. RplOO OP Rp 3.130.000,00 
mlliaT 

k. Nilai pagu pengadaen di atas RplOO m.iliot s.d. Rp250 OP Rp 3.580.000,00 
miliar 

I. Nilai pagu J)fflgada&n di atas Rp250 miliar a.d. RpSOO OP Rp 4.030.000.00 
miliar 

m. Nilai pagu pengadaan di a tao RpSOO miliar a.d. Rp750 OP Rp 4.490.000,00 
milior 

n. NUai pagu pengadaan di ataa Rp7SO miliar s.d. Rpl OP RP 4.940.ooo,oo 
Uiliun 

o. N.ilai pagu pengadaan di atas Rp I triliun OP Rp 5.560.000,00 

1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pmlilihan ~gadaao 
BllranB/ Ja.,. Untulc J>ens,>daan l!aTang (Nonlcontrulcsi) 

a. Nilai pagu peng...ttum aampai deng,tn Rp200 juta OP Rp 760.000,00 

b. 1111a1 - pengadaao m Illa$ Rp'l()OJuta s.d. Rp500 OP Rp 760.000,00 
luta 

c. Nilai pagu pengadaao di atas RpSOO juts s.d. Rpl OP Rp 920.000,00 
miliar 

d. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 OP Rp l.140.000,00 miliar 
e, llilai P"&'l peng,,c\Mn di au.s Rp2,5 miliBr s.d. nps OP Rp 1.370.000,00 miliar 
r. Nilai pe.gu peogadaan di atas Rp5 wiliar s.d. Rp 10 OP Rp 1.600.000,00 miliar 

g. Nilai pagu pengadaan di atas RptO miliar s.d. Rp25 OP Rp 1.910.000,00 miliar 
b. N\lai pagu pengodaan die.tu lq)25 miliar 1',d. Rp50 OP Rp 2.210.000.00 miliar 
I Nilai f'A8'l p,M"tgMAAn ffl Gta_• Qr.M miliQI' • ,t Rr75 

UI' Rp ~.5:lO.UUO,OU miliar 
j. Nilai pagu pengadaan di aU>o Rp75 miliar o.d. RplOO OP Rp 2.820.000,00 miliar 

k. Nilai pagu pengadaan di at.as Rp LOO miliar s.d. Rp250 OP Rp 3.230.000,00 miliar 

I. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2S0 miliar s.d. Rp5(lO OP Rp 3.640.000.00 mlliar 

m. Nilai pagu penp;taan di atas RpSOO miliar s.d. Rp7SO OP Rp 4.040.000.00 miliar 

n. Nilai Q<IC)l pen@ll(las.o di atas R\)750 milinr s.d. Rpl ()}> 'Rp 4AS0.1)(J(),00 triliun 

o. Nilai pagu pengadaan di at.as Rpl trillun OP Rp S.010.000,00 

1.2.2.3 Honorarium Ketompok Kerja Pemihhan ~gadaao 
Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultanoi/ Jasa Lainnya 
~on1ronauv"" 
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d. Nilai ... 15 

1'0 URAWf SATO'Alf BE8ARAlf 

(I) (2) (3) (4) 

a. Nilal pagu pengadaao jasa konsultansi s.d. Rp50 juta OP Rp 450.000,00 

b. Nilai pagu pengadan jasa konsultanoi RpSO juta s.d. OP Rp 450.000.00 
-100 iuta 

c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya a.d. Rp 100 juta OP Rp 450.000,00 

c1. Nilai pagu peagiadean ju& k.onsutuuw/ju.a. \ainnya di OP Rp 480.000,00 
atas Rn!OO <uta s.d. .;;.250 ;uta 

e, Nilai pagu pengadaao jaoa konoultansi/jasa lainnya di OP Rp 600.000,00 
ataa ,;..250 iuta e.d. RnSOO lute 

f. Nilai pagu pengadaan j8$$ konsullansi/jasa lainnya di OP Rp 720.000.00 
atu R·0"" iuta o.d. on I millar 

g. Nilai l)OCIJ pengi,daan jasa konsultansi/jasa lalnnya di OP Rp 910.000,00 atas ,;..! miliar s.d.-.,.:2 5 millar 

b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di OP Rp 1.090.000,00 
atas 0-2 5 m.iliar s.d, Dn5 m.iliar 

!. Nilai pagu penga.daan jasa konsultansi/jasa lalllnya di OP Rp I.270.000.00 
atas Rn~ miliar o.d. o: 10 miliar 

j. Nilai pagu pengjl<laan jasa konsultansi/jasa lainnya di OP Rp l.510.000,00 
atas 0-·10 miliat 8.d. Rn25 miliar 

k. Nilai pagu pengadaanjasa konsuJtansi/jasa lainnya di OP Rp 1.750.000,00 
atas 0·25 mlliar s.d. 0..50 miliar 

I. Nilai pagu pengadaan jasa konoultanai/jasa lainnya di OP Rp 1.990.000,00 atas o...i:" miliar s.d. ,;...75 miliat 

m. Nllai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di OP Rp 2.230.000,00 atas i>..75 mlliar s.d . .;_ I 00 miliar 

n. Nilai pqu pengadaan jasa konsultanai/jasa lainnya di OP Rp 2.560.000,00 
8.IM i>..100 miliat s.d: 1>n250 miliar 

o. Nilal pagu pcngadaao Jase konsultansi/Jasa lamnya di OP Rp 2.880.000,00 atas Rn250 miliar s.d. Rn500 mlllar 

p. Nilai pagu pengedaan jasa konsultansi/jssa lainnya di OP Rp 3.200.000,00 atas ;,...,.,.; miliar s.d: 0...750 mi1iar 

Q. Njjai pagu pengadaanjasa koosultanlli/jasa lainnya di OP Rp 3.520.000,00 atas i,..750 miliar s.d.-"'" I triliun 

c. Nilai pagu pengadaanjaaa konsulta.nsi/j&.118 lainny& di OP Rp 3.960.000,00 &148 ,;_ I triliun 

\.'..1.3. """'°"""""' ""'8gl>1"1 ""-"" 

1.2.3.1 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa 
(Kontcukoi) 

... Nilai pagu pengadaan di ataa Rp 100 miliar a.d 250 
miliac OP Rp 3.58().000,00 

\), Nilm _. pengooaan di ala& Rp250 miliar o.d 500 OP Rp 4.030.000.00 miliar 
r NilAt J)A.8'1 ,-nptl-n Ai ntQ• Orc;.nn fl'liltttr • A 7c;n 

UI' 1<p 4.4Yll.UUU,UU miliar 

d. Nilai pagu penpda.Rn di atao Rp750 miliac s.d l triliuo OP Rp 4.940.000,00 

e. 11\lai pagu pe,>god""" c!i au» Rp I uiliun OP Rp 5.560.000,00 

1.2.3.2 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaao Bareng (Non 
Kontrukoi) 

e. Nilai pagu pengNlaan di etns Rp JOO miliM s.d 250 OP Rp 3.230.000.00 millar 

b. Nilai P<IC)l penpdaan di stas Rp250 miliar s.d 500 OP Rp 3.«;40.000,00 m.War 

c. Nila! pagu penpdaan di stas RpSOO m.War s.d 750 OP Rp 4.040.000,00 miliar 
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1.5. HONORARIUM ... 16 

URAlAK SATUAK BEIARAK 
10 
(I) (2) (31 (4) 

d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.dl lriliuo OP Rp 4.450.000,00 

e. Nilai pagu pengadaan di etas Rp I triliuo OP Rp 5.010.000,00 

1.2.3.3 Honorarium Peogguoa Anggaran Peogadaan Jasa (Noo 
Kootruksi) 

a. Nilei pe.gu ~ngll<\aan je. ... l<onoultanti./j ..... lainnya di OP Rp 1.510.000,00 
atas RnlO miliar s.d. Ro25 miliar 

b. Nilai pagu pengadaao jaaa konsultanai/jasa lainnya di OP Rp I. 750.000.00 
ata• 0..25 miliar s.d. l>n50 miliar 

c. Nilai pagu peogadaan jasa l<oosultansi/jasa lainnya di OP Rp 1.990.000,00 
atas ,,.."" miliar s.d. Rn75 miliar 

d. Nilai p,,gµ ~ jata lc.onoultansiljasa lainnya di OP Rp 2.230.000,00 
atas Rn75 miliar s.d. 0..100 miliar 

e. Nilai pagu Pfflgad&an jasa koosultansi/Jasa lainoya di OP Rp 2.560.000,00 
8188 Rn I 00 miliar o.d. Rn250 mJliat 

r. Nilai pagu PCJ18adaao jasa konsultansi/jasa lainnya di OP Rp 2.880.000,00 
atas 0..250 miliar a.d.· o...<nn miliar 

g. Nilai pagu peol!Jl(laan jasa koosultansifjasa lalnnya di OP R:p 3.200.000,00 
atas ,...""" miliar s.d. 0...750 miliar 

h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainoya di OP Rp 3.520.000,00 
atas Rn750 miliar s.d. Rn 1 triliun 

i. NUai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di OP Rp 3.960.000,00 
atas Ro 1 triliuo 

1.3. HONORARIUM PERANOKAT UNIT KERJA PENOADAAN BARANO DAN 
JASA (UKPBJ) 

1.3. I. KepalA OB Rp 1.000.000,00 

1.3.2. ~lcretarie/Staf Pendukung OB Rp 750.000,00 

1.4 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PAMBAWA 
ACARA/PM'ITIA 

l.4. l. Honorarinm Narasumbcr /Pcm.bah.as 

a. Menteri/Ptjabat Setingkat Menteri/Ptjabat Negara OJ Rp 1.700.000,00 Lainnva 

b. Kepala Daerab/Ptjabat Sdmgkat Kepela OJ Rp 1.400.000,00 Daerab /Peiabat Daerab Lainnva van~ disetarakan 

e. PtjabatEselonl/yangdbetarakan OJ Rp 1.200.000,00 

d. Pejabat Eaclon U/ yang disetaraan OJ Rp 1.000.000.00 

e. l'ej&Dat J!;seJon lll ke bawan/yang cusetarakan OJ Rp 900.000,00 

1.4.2. Honotarlum Moderator OK Rp 700.000.00 

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara OK Rp 400.000,00 

l.4.4. flooorariom Panitia 

a. Penanggu11g Jawab OK Rp 450.000,00 

b. Ketua/Waldl Ketua OK Rp 400.000,00 

c. Selcretruis OK Rp 300.000,00 

d. Anggota OK Rp 300.000,00 
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1.9. HONORARIUM ... 17 

110 URAL\!! SATOAII BBSARAII 

(I) 121 (3) (4) 

\.5 HO!IO!WUUM 'l'IM PEu.KSMIA KE0\11'\'MI DAN Sl!.KRr:l'A!UA'I' i1M 
PEI.AKSANA KEOIA'l'AN 

1.5.1. Honorarium Tilll Pelakaana Kqpatall 

1.5.1.1. Yang Ditel8pkan Oleh Kepala Deerah 

a. Pengwah 08 Rp 1.500.000,00 

b. ~IJ8J-b OB Rp J .250.000,00 

c. Kerua OB Rp 1.000.000,00 

d. Wakil Ketua 08 Rp 850.000,00 

e. Sdaetaris 08 Rp 750.000,00 

!. Anggota 08 Rp 750.000,00 

1.5.1.2. Yang Dltetapkan Oleh Selaetaris Damlh 

... Pengarab 08 Rp 750.000,00 

b. l'enQJ!ggUJlg Jawab 08 Rp 700.000,00 

c. Ketua 08 Rp 650.000,00 

d. Wakil Ketua 08 RP 600.000,00 

e. Selaetaris 08 Rp 500.000,00 

r. Anggota 08 Rp 500.000,00 

1.5.2. Hooorarium Selaetariat Tim Pdaksana Kegjatan 

1.5.2.,. YM>g o;,.,_.p1un Ole!> !kl<Tet.aris Da<Tab 

Q. Kerua/Wakil Kerua 08 Rp 250.000,00 

b. Anggota 08 Rp 220.000.00 

1.6. HONORARIUM PEMBER! KETERANGAN AHU/SAKSI AHU DAN BERACAAA 
1.6. i. Hooorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli OK Rp J.800.000,00 

1.6.2. Honorarium Beracara OK RP 1.soo.000.00 

1.7. HONORARIUM PENYULUH NON PEOAWN NEGERI Sll'IL 

1.7.l. SLTA 08 Rp 2.100.000,00 

).7.2. DI/DD/DW/Sarjru,a Tempan 09 Rp 2.400.000,00 

1.7.3. SarjaDa (SI) 09 Rp 2.600.000,00 

1.74. SarjllJlll (82) OB Rp 2.800.000,00 

1.7.5 Sarjana (S3) 09 Rp 3.000.000,00 

1.8. HONORARIUM ROHANIWAN OK Rp 400.000,00 
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a. Penyusun ... 18 

IIO URAIAft SAT'OAII BEIIARAI' 

(ll (2) (3) (4) 

\.9. HONORARI\JM TIM PENY1JSIJNAN JURNAl,fl'!IJIE11N/MA.JAl.AH/ 
PENGEU)LA TEKNOl..001 JNroRMASl/l'ENGELOLA WEBSrrE 

1.9.1. Honorarium Tim Peilyusunan Jumal 

a. Penanggung Jawab Oter Rp 500.000.00 

b. RedaktW' Oter Rp 400.000,00 

c. Pcnyuntiog/ Editor Oter Rp 300.000,00 

d. Desain Grafts Oter Rp 180.000,00 

e. FO\ogJaler Oter Rp ltl0.000,00 

f. Sdaewiat Oter Rp 150.000,00 

Pembuat Artikel 
Per Rp 200.000,00 g, Halaman 

l.9.2. 1-\<m<i<erlwn Tim Penyuw.man Buletin/Majolu 

a. Penanuung Jawab Oter Rp 400.000,00 

b. Redaktur Oter Rp 300.000,00 

c. Penyuoting/Editor Oter Rp 250.000,00 

d. Desain Grafis Oler Rp 180.000,00 

e. Fotografer Oter Rp 180.000,00 

f. Sekretariat Oter Rp 150.000,00 

g. Pembuat Artikel Per Rp 100.000,00 Halaman 

1.9.3. Honorarium Tun Pcngelola Teknologi loformasi/Pengelola 
Website 

a. Peoangguog Jawab Ot..- Rp 500.000,00 

b. Rcdaktur Oler Rp 450.000,00 

c. Editor Oter Rp 400.000,00 

d. WebAdmin Oter Rp 350.000,00 

e. Web Dovelope,- Oter Rp 300.000,00 

,. f"eWOUb.l JU Ukcl """ Rp 100.000.00 H8laman 

1.10. HONORARNM PENYEl.£NOGARA WlAN 

1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pmdidikan Dasar 

a. Peoyusuo atau Pembuat Bahan Ujian Naakab/ Rp 150.000,00 Pe••<aran 

b. Pengawas Ujian OH Rp 240.000,00 

Pemerik&a Hasil Ujian 
Siawa/ 

c. Mata Rp 5.000,00 
U"·" 

1.10.2. Honorarium Penyeleniu;ara Ujian Tingkat Pendidikan 
Mmeo,gah 
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1.13. HONORARIUM ... 19 

110 UJtAWf 8ATUAII BEIARAII 
(I) (2) (3) (41 

a. Pen_yusun atau Pembuat Ballan Ujlan 
lla,sk.ah/ Rp 190.000,00 Pelaiaran 

b. Pengawas Ujian OH Rp 270.000,00 

Siswa/ 
c, Pemeriksa Hasil Ujian Mata Rp 7.500,00 

Uiian 

J.11. HONORARIUM PENUIJSAN BUTIR SOAL TINGKAT 
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

I.I I. I. Honocarium Pcnyusunan Butir SoaJ Tingkat Per Butir Rp 100.000,00 
Provinsi/ Kabupaten/ Kota Soal 

Honorarium Telaan Butir Soal Thl«kaL 
J'rovinsl/KabUnAten/Kota 

a. Telaah Mater! SoaJ Per Butir Rp 45.000,00 SoaJ 

b. Telaah Bahasa Soal 
Per Bulir Rp 20.000,00 Soal 

1.12. HONORARIUM PENYELENGGARMN KEOlATAN PENDIDIKAN DAN 
PEU.1'1HAN (DIKLA11 

1.12.1. Honorarium Penceramah OJP Rp J.000.000,00 

1.12.2. Honorarium Pen&Aiar yang berasal dari luar satuan kerja 
perangkat daerab penyetenggara OJP Rp 300.000,00 

1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan 
kerja perangkat daerab penyelenggara OJP Rp 200.000,00 

1.12.4 Honorarium Penyusunan Modut Diklat 
Per Rp 5.000.000,00 

Modul 

l.l2.5. Honocarium Panitia P,,nyolenggara Kegiatan OiJdot 

a, lama Oiklet s.d. 5 bari: 

I) Penanggung ,lawab OK Rp 450.000,00 

2) Ketua/Wakil Ketua OK Rp 400.000,00 

3) Selaetaris OK Rp 300.000,00 

4) Angg<>ta OK Rp 300.000,00 

b. lama Dildat 6 s.d. 30 hart 

I) Penanggung Jawab OK Rp 675.000,00 

21 Kf,tua/Wa.kil Ketua OK Rp 600.000,00 

3) Sekretaris OK Rp 450.000,00 

41 A.nw>ta OK Rp 450.000,00 

c, lama Oildat lcl>ih dari 30 bari: 

I) Penanggung Jawab OK Rp 900.000.00 

2) Ketua/Waldl Ketua OK Rp 800.000,00 

3) Sekrelaris OK Rp 600.000,00 

4) Anl/llOf,a OK Rp 600.000,00 
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c. paket ... 20 

b. paket Full.day 
Satuan biaya paket full.day disediakan untuk paket kegiatan rapat 
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 
(delapan) jam tanpa menginap. 
Komponen paket mencalrup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan 
kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 

a. paket Fullboard 
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat 
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh 
dan menginap. 
Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 
(tiga) kali, rebat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan 
fasilitasnya. 

2. SATUAN BIAVA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR 
KANTOR 
2.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor 

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau 
pertemuan yang diselenggarakan di Iuar kantor dalam rangka 
penyelesa.ian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan 
bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar 
satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. 
Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor 
menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu : 

110 URAL\11 SATO.All BESARAN 

Ill (2) (31 (4) 

1.13. HONORARIUM TIM ANCGARAN PEMER.INTAH OAERAH 

1.1::u. Honorarium Tim Anggara11 ~erintah Daerah 

a. Pembina 08 Rp 3.500.000,00 

b. Pengarah 08 Rp 3.000.000,00 

c. Ketua 08 Rp 2.500.000,00 

d. Wakil Ketua 08 Rp 2.000.000,00 

e. 3<:la<:\arls OB Rp l.500.000,00 

f. Anggota 08 Rp 1.300.000,00 

1.13.2. Honorarium Selcntariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

a. K~rua OB Rp l.000.000,00 

b. Selaetaris OB Rp 900.000,00 

c. Anggota 08 Rp 600.000.00 
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c. Fullboard ... 21 

: OP Rp. 301.000,00 b. F'ullday 

2.1.2. Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor 
Setingkat Bupati Atau Eselon II : 
a. Hal/day OP Rp. 215.000,00 

OP Rp. 364.000,00 
OP Rp. 1.008.000,00 
OP Rp. 635.000,00 

b. F'ullday 

c. Fu/lboard 
d. Residence 

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai berikut : 
2.1.1. Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor 

Setingkat Bupati At.au Eselon I : 
a. Hal/day OP Rp. 271.000,00 

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna 
anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam 
melaksanak.an rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, 
fulld.ay, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan 
fasilitas milik daerah serta harus tetap memper-timbangkan 
prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggung jawab dengan memper-hatikan rasa 
keadilan dan kepatutan. 

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor 
dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : 
a. akomodasi paket fuUboard diarur sebagai berikut : 

1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, 
akomodasi 1 (satu) karoar untuk 1 (satu) orang; dan 

2) untuk pejabat eselon lll ke bawah, akomodasi I (satu) kamar 
untuk 2 (dua) orang; dan 

d. paket Residence 
Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat 
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 
(dua belas) jam dan tanpa menginap. 
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan 
kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 

c. paket Hal/day 
Satuan biaya paket half day disediakan untuk paket kegiatan rapat 
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 [lima] 
jam tanpa menginap. 
Komponen paket mencakup makan l (satu) kali, rehat kopi dan 
kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 
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3.4. Kendaraan ... 22 

Rp. 360.942.000,00 /Unit 
Rp. 718.252.000,00 /Unit 
Rp. 1.184.787.000,00 J Unit 

3.3. Kendaraan Operasional Bus 
a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil 
b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang 
c. Roda 6 dan/ atau Bus Besar 

Rp. 336.380.000,00 /Unit 
Rp. 472.230.000,00 /Unit 

b. Minibus 
c. Double gardan 

3.2. Kendaraan Operasional Kantor Dan/ Atau Lapangan Roda 4 (Em pat) : 
a. Pick up Rp. 220.671.000,00 /Unit 

Rp. 471.615.000,00 /Unit b. Pejabat Eselon 11 
Rp. 702.970.000,00 /Unit 

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bungo sebagai berikut : 
3.1. Kendaraan Dinas Pejabat : 

a. Pejabat Eselon I 

3. SATUAN BIAVA PENGADAAN KENDARAAN DINAS 

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan 
biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, 
dan/ atau kendaraan lapangan roda em pat a tau bus serta kendaraan 
lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas 
dan fungsi pemerintah daerah. 

OH Rp. 95.000,00 
OH Rp. 130.000,00 

c. Fu.Uday/ Half day di dalam kota 
d. Residence di dalam kota 

2.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor 
Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan 
pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan 
peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau 
pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya 
penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang 
berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah 
pelaksanaan kegiatan. 
Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, 
kegiatan fullday, kegiatan half day, atau kegiatan residence di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai berikut: 
a. Fullboard di luar kota OH Rp. 130.000,00 

b. Fullboard di dalarn kota OH Rp. 130.000,00 

OP Rp. 840.000,00 

OP Rp. 516.000,00 
c. FuUboard 

d. Residence 
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OH Orang/Hari 
OB Orang/Bulan 
OT Orang/Tahun 
OP Orang/Paket 
OK Orang/ Kegiatan 
OR Orang/Responden 
Oter Orang/Terbitan 
OJP Orang/ Jam Pelajaran 

Keterangan: 
OJ Orang/ Jam 

3.4. Kendaraan Operasional Kantor Dan/ Atau Lapangan Roda 2 (Dua) 
a. Operasional Rp. 30.146.000,00/Unit 
b. Lapangan : Rp. 35.930.000,00/Unit 
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2. SATUAN BIAVA KONSUMSI RAPAT 
Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan 
untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan 

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara 
profesional (pakar, praktisi, atau pembicara lchusus) dapat melebihi besaran 
standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana 
diatur, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara 
at cost). 

c. Honorarium Pembawa Acara OK Rp, 750.000,00 
OK Rp. I.000.000,00 b. Honorarium Moderator 

Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai berikut : 
a. Honorarium Narasumber OJ Rp. 1.700.000,00 

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara 
profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai 
keahlian dan/atau pengalaman tertentu daJam ilmu dan/atau bidang 
tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, 
dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium. 

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA 
PROFESJONAL 

Ketentuan Lampiran 11 dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan 
harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat clilampaui dalam 
perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang 
merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran 
berd.asarkan dengan clidasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri 
atas: 
I. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara 

profesional; 
2. Satuan biaya konsumsi rapat; 
3. Satuan biaya peroeliharaan; 
4. Satuan biaya barang/jasa; dan 

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI 
DA.LAM PERENCANAAN DAN ESTIMASl DA.LAM PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI 
NOMOR 14 TAHUN 2023 
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH 
KABUPATEN BUNGO 
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Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai berikut : 

3. SATUAN BIAVA PEMELIHARAAN 
3.1. SATUAN BIAVA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DAI.AM 

NEGERJ 
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri 
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan 
kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gcdung atau bangunan di dalam 
negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan 
kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat 
kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai 
bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau 
bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan 
gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan 
tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. 
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri 
dialokasikan untuk: 
a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau 
b. gedung atau bangunan milik pihak Iain yang disewa dan/atau 

dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang 
adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melak:ukan 
pemeliharaan. 

Rp. 42.000,00 Orang/Kali 
Rp. 17.000,00 Orang/Kali 

2.2. Rapat Biasa : 
a. Makan 
b. Kudapan (Snack) 

Satuan Biaya Konsumsi Rapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo 
sebagai berikut : 
2.1. Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon 1/Setara : 

a. Makan Rp. 110.000,00 Orang/Kali 
b. Kudapan (Snack) : Rp. 49.000,00 Orang/Kali 

kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan : 
a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang 

pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau 
b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kcrja lainnya, eselon 11 

lainnya, eselon l lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi 
pernerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 
(dua)jam. 

·2· 
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: Rp. 20.240.000,00 Unit/Tahun c. Speed Boat 
: Rp. 37 .110.000,00 Unit/Tahun 

3.2.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan 
Kantor, Roda 6, dan Speed Boat 
a. Operasional dalam : Rp. 9.750.000,00 Unit/Tahun 

Lingkungan Kantor 
b. Roda 6 

: Rp. 36.970.000,00 Unit/Tahun 
: Rp. 3.810.000,00 Unit/Tahun 

b. Double Gardan 
c. Roda Dua 

3.2.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 
a. Roda Empat : Rp. 34.130.000,00 Unit/Tahun 

: Rp. 40.000.000,00 Unit/Tahun 
: Rp. 39.240.000,00 Un.it/Tahun 

c. Pejabat Eselon l 
d. Pejabat Eselon II 

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bungo sebagai berikut : 
3.2. l. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat : 

a. Kepala Daerah/Ketua DPRD : Rp. 41.900.000,00 Unit/Tahun 
b. Anggota DPRD : Rp. 41.000.000,00 Unit/Tahun 

3.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS 
Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya 
yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya 
pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk 
mempertabankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan 
siap pakai sesuai dengan peruntukannya. 
Satuan biaya tersebut sudah tennasuk biaya bahan bakar, yang 
besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas 
memperhatikan ketentuan sebagai berilrut : 
Satuan biaya ini tidak diperuntu.kan bagi : 
1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan 

besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; 
dan/atau 

2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul. 

: Rp. 204.000,00 m2/tahun 
:Rp. 151.000,00 m2/tahun 
: Rp. 11.000,00 m2/tahun 

a. Gedung Bertingkat 

b. Gedung Tidak Bertingkat 
c. Halaman Gedung/ 

Bangunan Kantor 

- 3 - 
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Keterangan : 
OJ Orang/Jam 
OH Orang/Hari 

Ai,lx 

OB Orang/Bulan /vtt- 
OT Oro.ng/Tahun 

OP Orang/Paket 
OK Orang/ Kegiatan 
OR Orang/ Responden 
Oter Orang/Terbitan 
OJP Orang/ Jam Pelajaran 
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I. lnventaris Kantor -wai/Tahun Rp 80.000.00 

2. -~IN- Unlt/Tahw, Rp 730.000,00 

3. Pnruer Unit/Tahun Rp 690.000,00 

4. AC"""' Unit/Tahun Rp 610.000,00 

s. GeMot lcllih km! dari 50 KVA Unit/Tahun Rp 7. 190.000.00 

6. Ge,iset 75 KVA Unit/Tahun Rp 8.64-0.000,00 

7. Gonad IOOKVA Unit/Tabun Rp 10.150.000,00 

8. Gensel 125 KVA Unit/Tahun Rp 10.780.000.00 

9. G<!nsd 150 KVA Unit/Tahun Rp 13.260.000,00 

10. G«nsd I 75 KVA Unit/Tahun Rp 14.810.000,00 

11. Genset 200 KV A Unit/Tahun Rp 1 S.850.000,00 

12. Genset 250 KVA Unit/Tahun Rp 16.790.000,00 

13. °""3of 275 KVA Unit/Tahun Rp 17.760.000,00 

14. Gen.sef 300 KVA Unit/Tahun Rp 20.960.000,00 

15. Gen.set 350 KVA Unit/Tahun Rp 22.960.000,00 

16. a-s«<fSO ICVA UnitfTahun Rp 25.620.000.00 

17. Ge,\sef 500 KV A Unlt/Tahun Rp 31.770.000,60 

3.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR 
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang 
digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang 
digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi], personal 
computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam 
kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset 
belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan 
printer belum tennasuk kebutuhan penggantian toner. 
Rincian Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor sebagai berikut: 

SATUAN BIAYA PEMEUHARAAN SARANA KANTOR 
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